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MOTTO : 
 Kebahagiaan tidak tergantung pada siapa anda tapi apa yang anda 
pikirkan. 
 Kerendahan hati adalah kebanggaan dalam kedekatan dengan Tuhan. 
 Kesuksesan bukan untuk dikejar tapi menjadikan kita tertarik untuk 
berkarya. 
 Sikap optimis merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan. 
Carilah ilmu, karena apabila kamu menjadi fakir maka itulah hartamu, akan 
tetapi bila engkau kaya ilmu itu akan menjadi perhiasan dirimu.  
(Luqman Al-Hakim) 
Perubahan tidak akan memperbaiki sesuatu, untuk menjadi lebih baik kita 
mesti berubah. 
(Penulis) 
Pikiran memiliki kekuatan yang sama dengan tangan, tak hanya bisa 
merengkuh dunia namun juga mengubahnya. 
(Colin Wilson) 
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NIM F3407029 
In the proccess of writing her final assignment, the writer takes the title 
“Evaluasi Penerimaan Negara dari Pemungutan PPN atas Impor Barang Kena 
Pajak di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta”. The purpose of writing this final 
assignment is to know and understand how big the  contribution of drawing the 
tax for the total of the acceptance of tax at excise tax watch and service office of 
medium custom office Surakarta which is increasing in 2006 – 2009 based on the 
improvement of export and import activity.  
There are many objects of value added tax, but the the writer will only 
explain taxable imported thing. It is a tax which drawn from the outside of custom 
office. In writing this final assignment, the writer use practicing, interviewing, and 
documenting method in collecting the data. Meanwhile the writer uses the 
descriptive technic to describe her explanation of final assignment.  
The acceptance of value added tax for taxable imported things in 2006 – 
2009 at excise tax watch and service office of medium costum office Surakarta is 
increasing year by year. This is caused by the increasing of taxable imported 
things which done by importer to fulfil the domestic needs. The biggest 
acceptance of value added tax was got in 2009 at Rp 29.101.966.777,00 or about 
15,39% and the smallest is in 2006 at Rp 18.557.799.907,00 or about 14,17%. 
The disadvantange of this observation is there is no target and realization 
of the acceptance of value added tax for taxable imported thing yearly. Based on 
the above explanations, the writer hopes the government to make clear target and 
realization so the acceptance of import value added tax will be more maximal and 
in understanding the work of medium excise tax watch and service office of 
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Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul “Evaluasi 
Penerimaan Negara dari Pemungutan PPN atas Impor Barang Kena Pajak di 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta”. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini 
adalah mengetahui berapa besar kontribusi dari pemungutan Pajak Pertambahan 
Nilai terhadap total penerimaan pajak di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
tahun anggaran 2006 – 2009 melihat semakin meningkatnya kegiatan ekspor 
maupun impor. 
Objek PPN sangat banyak, satu yang akan dibahas penulis disini adalah 
impor Barang Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai atas impor adalah pajak yang 
dikenakan atas impor BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. 
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode praktik, 
wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sedangkan teknik 
pembahasan yang digunakan adalah Pembahasan Deskriptif.  
Dalam penerimaan PPN atas impor BKP periode tahun 2006 – 2009 di 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
Hal ini disebabkan meningkatnya impor BKP yang dilakukan oleh importir yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penerimaan PPN impor 
terrbesar terjadi pada tahun 2009  yaitu sebesar Rp 29.101.966.777,00 atau 
15,39%. Sedangkan penerimaan PPN impor terkecil terjadi pada tahun 2006 yaitu 
sebesar Rp 18.557.799.907,00 atau 14,17%. 
Dari penelitian ini terdapat kekurangan yaitu tidak adanya target dan 
realisasi pada penerimaan PPN atas barang impor tiap tahunnya. Berdasarkan 
uraian di atas diharap untuk tahun-tahun mendatang dibuat target dan realisasi 
sehingga penerimaan PPN impor dapat lebih maksimal dan untuk  mempermudah 
mengetahui kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta dalam memungut PPN 








A. Latar Belakang Masalah 
Perdagangan internasional merupakan kunci utama bagi 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perdagangan internasional 
dapat meningkatkan standar kehidupan di negara maju dan negara-negara 
berkembang, menyumbang bagi pengurangan kemiskinan serta 
menciptakan dunia yang lebih stabil, aman, dan damai. Perdagangan 
internasioanl diatur oleh sistem perdagangan regional maupun multirateral, 
Perjanjian Perdagangan Preferensi (PTA), dan ketentuan nasioanal suatu 
negara. Perkembangan perdagangan internasional dalam beberapa tahun 
terakhir dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi (ICT) yang sangat cepat, kemajuan di dalam 
sistem transportasi dan berkembangnya liberalisasi perdagangan.  
Arus informasi telah memungkinkan setiap bangsa untuk lebih 
mengenal dan memahami bangsa lain. Khusus dalam bidang ekonomi 
setiap bangsa lebih mudah mengetahui dari mana bangsa itu dapat 
memenuhi kebutuhan ekonomisnya yang lebih berdaya dan berhasil guna 
dan sebaliknya ia akan mudah mengetahui ke mana sebaiknya 
memasarkan komoditi unggul negaranya.  
Neraca perdagangan internasional dalam beberapa tahun 
belakangan cenderung turun akibat krisis ekonomi global. Krisis yang 
terjadi pada dekade pertama abad ke-21 sehingga tak satu negara pun 
2 
 
dapat menghindarinya. Hal itu dapat menggambarkan secara jelas bahwa 
dibawah integrasi ekonomi global, terdapat saling ketergantungan antara 
satu negara dengan yang lainnya. Kenyataan ini kemudian menyadarkan 
pentingnya memperkuat kerjasama dengan semua pihak yang terlibat 
dalam perdagangan internasional, yang merupakan kunci pengembangan 
dan mesin yang menggerakkan perekonomian global ke depan.  
Perdagangan internasional tersebut dilakukan melalui kegiatan 
ekspor impor sehingga antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain 
dapat terpenuhi kebutuhan dalam negeri maupun memasarkan komoditi 
unggulannya sehingga timbul hubungan mutualisme di antara bangsa-
bangsa di dunia.  
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berperan dalam 
perdagangan internasional dengan cara melakukan kegiatan ekspor impor 
yang akan meningkatkan penerimaan negara. Indonesia mengekspor 
komoditi unggulannya seperti : tembakau, karet, kopi, lada, tengkawang, 
dan lain-lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, 
Indonesia mengimpor seperti : mesin-mesin pabrik, kendaraan bermotor, 
elektronik, dan sebagainya. Penerimaan negara dari kegiatan ekspor impor 
berupa penerimaan pabean, cukai, dan pajak. Penerimaan pabean terdiri 
dari bea masuk, bunga, dan denda administrasi. Penerimaan cukai terdiri 
dari cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol,cukai minuman mengandung 
etil alkohol, dan denda administrasi. Sedangkan dari penerimaan pajak 
sendiri terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM), dan PPh Pasal 22.  
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Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi 
(imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak, yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin 
dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. Pajak 
Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang No 8 
Tahun 1983, yang merupakan sumber penerimaan yang tercantum dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pajak pusat 
atau pajak negara. Sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari 
pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara. 
Sejak diterapkan, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai telah cukup 
banyak berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin 
meningkat baik jumlah maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan 
dengan penerimaan negara lainnya. Penerimaan PPN salah satunya 
dipengaruhi adanya kegiatan impor Barang Kena Pajak (BKP). Impor 
adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Pabean ke 
dalam daerah Pabean. Barang impor adalah setiap barang yang masuk ke 
dalam daerah Pabean dari luar daerah Pabean atas kegiatan impor.  
Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat 
BKP tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean. Pemungutan dilakukan 
melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang akan memudahkan 
pengawasan terhadap impor Barang Kena Pajak sehingga akan 
menghindarkan penyelundupan dan tindak pidana perpajakan yang akan 
merugikan negara dari segi penerimaan. 
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Banyaknya impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh importir 
di Surakarta membuat penulis tertarik untuk mengetahui perkembangan 
penerimaan negara atas pemungutan PPN impor di Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta. Guna 
meningkatkan pendapatan negara, maka penulis mengangkat judul 
“EVALUASI PENERIMAAN NEGARA DARI PEMUNGUTAN 
PPN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK DI KANTOR 
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 
MADYA PABEAN SURAKARTA”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Melihat dari beberapa uraian latar belakang di atas, maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Berapa besar kontribusi  dari pemungutan PPN atas Impor Barang 
Kena Pajak terhadap total penerimaan pajak di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Surakarta Tahun Anggaran 2006-2009 ? 
2. Fasilitas perpajakan apakah yang diberikan kepada importir untuk 
meningkatkan penerimaan PPN Impor Barang Kena Pajak? 
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN atas 




4. Apakah kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta dalam pemungutan PPN atas Impor Barang Kena Pajak 
serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut ? 
 
C. Tujuan 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, 
maka tujuan yang telah ditetapkan untuk penulisan ini adalah : 
1. Mengetahui berapa besar kontribusi dari pemungutan PPN atas 
Impor Barang Kena Pajak terhadap total penerimaan pajak di 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Surakarta Tahun Anggaran 2006-2009. 
2. Mengetahui fasilitas dan kemudahan pajak yang diberikan 
pemerintah untuk importir. 
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN 
atas Impor Barang Kena Pajak di KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta. 
4. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta dalam pemungutan PPN atas Impor Barang 




Penelitian ini bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain : 
1. Bagi KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
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a. Mampu memberikan sumbangan berupa tambahan literatur 
bea dan cukai, khususnya dibidang PPN Impor dan sebagai 
bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan penerimaan 
pajak sebagai pemasukan bagi negara. 
b. Sebagai sarana untuk memberikan saran dan kritik yang 
nantinya bisa digunakan meningkatkan kinerja KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta. 
c. Dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 
dengan kegiatan impor. 
2. Bagi penulis 
a. Dapat mengetahui tentang arti pentingnya PPN Impor yang 
merupakan salah satu sumber pendapatan negara. 
b. Menambah pengetahuan tentang kegiatan impor. 
c. Sebagai sarana kegiatan penelitian dibidang perpajakan. 
3. Bagi pembaca 
a. Sebagai bahan informasi dan referensi tentang kegiatan 
impor. 
b. Sebagai bahan acuan untuk pembuatan penelitian di masa 
mendatang. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Desain Penelitian 
Desain kasus adalah desain penelitian yang dilakukan apabila 
pertanyaan “bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian 
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dengan keharusan membuat deskripsi / analisis / sintesis yang terbatas 
pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut.  
2. Objek Penelitian 
Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis memakai objek penelitian 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor Barang Kena Pajak (BKP). 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis data berasal dari : 
1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek 
yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan 
langsung dengan peneliti, target, dan realisasi penerimaan 
negara dari pemungutan PPN atas Impor Barang Kena 
Pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean Surakarta. 
2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak 
langsung dengan mempelajari buku-buku, literatur, 
makalah, Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dan 
buku-buku yang terkait dengan penulisan. 
b. Sumber data diambil dari : 
1) Informan yaitu orang yang dipandang mengetahui 
permasalahan yang akan dikaji dan bersedia memberikan 
informasi. 
2) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi 
penting dalam penelitian kualitatif. Menurut Sutopo 
(2002:51) “Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda 
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yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas, 
tetapi juga berupa gambaran atau benda peninggalan yang 
berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu”. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Praktik  
Merupakan metode yang bertujuan untuk melatih dan 
meningkatkan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan 
pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. 
b. Wawancara  
Adalah teknik pengumpulan data sebagai bahan pendukung 
dengan cara bertanya secara langsung kepada pejabat 
berwenang khususnya Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Seksi 
Perbendaharaan. 
c. Dokumentasi  
Adalah teknik pengumpulan data sebagi pendukung dengan 
cara pengumpulan dokumen-dokumen berkaitan dengan 
pembahasan Tugas Akhir kemudian mengutip dan menyalin 
data-data yang ada dalam KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta. 
5. Teknik Pembahasan 
Pembahasan Deskriptif yaitu teknik  untuk membuat gambaran atau 
deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek 
yang diteliti. Beberapa alat pendukung untuk pembahasan deskriptif 






A. Definisi Pajak Secara Umum 
Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat 
Soemitro, SH : “  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat imbalan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.  
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.  
Pajak menurut Prof. DR. P. J. A. Adriani : “Pajak adalah iuran 
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 
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pemerintahan. Berdasarkan faktor-faktor yang sangat dominan untuk 
menentukan timbulnya kewajiban pajak, Prof. DR. P. J. A. Adriani 
membedakan pajak menjadi dua jenis, yaitu : 
1. Pajak Subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya 
sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek 
pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban 
membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. 
Contoh : pajak penghasilan. 
2. Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya 
kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek 
pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor Barang Kena Pajak 
(BKP) termasuk dalam jenis pajak objektif karena timbulnya 
kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak. 
Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak 
membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara 
konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan 
rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis 
yang sama mereka diperlakukan sama (Untung Sukardji, 1998 : 20). 
Ditinjau secara yuridis (Untung Sukardji, 1998 : 3), pajak dibedakan 
menjadi : 
1. Pajak Langsung 
Dalam pajak langsung, pihak yang bertanggung jawab atas 
pemenuhan kewajiban pembayaran pajak ke kas negara adalah 
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wajib pajak yang secara ekonomis juga sebagai pemikul beban 
pajak. 
2. Pajak Tidak Langsung 
Dalam pajak tidak langsung, pihak yang bertanggung jawab atas 
pemenuhan kewajiban pembayaran pajak ke kas negara adalah 
wajib pajak yang telah melimpahkan beban pajak kepada pihak 
ketiga (pembeli / penerima jasa). 
PPN atas Impor BKP merupakan pajak tidak langsung karena 
antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pembayaran 
beban pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul 
beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang 
kena pajak / penerima jasa kena pajak. Sedang penanggung jawab 
atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak 
yang bertindak selaku penjual barang kena pajak (Untung Sukardji, 
1998 : 19). 
 
B. Definisi Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan 
terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat 
dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam 
menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan 
barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen 
(Muhammad Rusjdi, 2007:01-3). 
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C. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
1. Penerimaan Negara 
Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang 
diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber 
pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara.  
2. Pemerataan Beban Pajak 
Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada 
Pajak Penghasilan (PPh) secara tidak langsung menjadi 
penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan 
demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa 
pengecualian. 
3. Mengatur Pola Konsumsi 
PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, 
dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak 
mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang 
diinginkan.  
4. Mendorong Ekspor 
Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di 
pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan 
sebesar 0%. 
5. Mendorong Investasi 
Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau 
impor barang modal, dibebaskan / dapat diminta kembali. 
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Pembebasan / pengembalian PPN barang modal diharapkan akan 
mendorong investasi. 
6. Membantu Pengusaha Kecil 
Dengan mengecualikan pengusaha kecil dari kewajiban 
memungut PPN, diharapkan akan lebih membantu pengusaha 
kecil mengembangkan usahanya. 
 
D. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Pertambahan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3264. Ditetapkan tanggal 31 Desember 1983. Mulai 
berlaku pada tanggal 1 Juli 1984. 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Pertambahan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3568. Ditetapkan tanggal 9 November  1994. Mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Undang-Undang ini dapat 
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disebut “Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984“.  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Pertambahan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3986. Ditetapkan tanggal 2 Agustus 2000. Mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 2001. Undang-Undang ini dapat disebut 
“Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984“.  
 
E. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
1. Subjek Pajak Pertambahaan Nilai 
Subjek Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak 
adalah Pengusaha, berdasarkan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang 
PPN No. 18 Tahun 2000 maksudnya adalah pengusaha yang 
mengimpor barang kena pajak, maka pengusaha yang mengimpor 
BKP tersebut tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena kegiatan 
impor ini tidak harus dilakukan dalam lingkungan perusahaan 
atau pekerjaannya dan importir bukan Pengusaha Kena Pajak. 
Siapapun, dengan nama dan dalam bentuk apapun dapat 
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mengimpor Barang Kena Pajak, maka dibebani kewajiban 
membayar PPN / PPnBM yang terutang.  
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : 
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. 
b. Impor Barang Kena Pajak. 
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. 
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.  
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di 
dalam Daerah Pabean. 
f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam 
kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan 
yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 
h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut 
tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, 







F. Jenis Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena PPN 
Barang Kena Pajak (BKP) berupa barang berwujud yang menurut 
sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau berupa 
barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang 
dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984.  
Jenis Barang Tidak Kena PPN adalah : 
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 
langsung dari sumbernya seperti : minyak mentah, gas bumi 
(tidak termasuk dalam pengertian gas bumi adalah gas bumi yang 
siap dikonsumsi oleh masyarakat seperti elpiji) , panas bumi, 
pasir, dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu 
bara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, 
bijih perak, dan bijih bauksit. 
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 
rakyat banyak yang meliputi : beras, gabah, jagung, sagu, 
kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak 
beryodium. 
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah 
makan, warung baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, 
dan tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh 
usaha jasa boga atau catering. 





G. Jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis 
Impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis  
yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 31 / 2007, Tanggal 1 Mei 2007, antara lain : 
1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam 
keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. 
2. Makanan ternak, unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk 
pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan. 
3. Barang hasil pertanian. 
4. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, 
kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan. 
5. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air 
Minum. 
6. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt. 
7. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).  
 
H. Dasar Pengenaan Pajak  
Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang 
perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP 
adalah : 
1. Harga jual yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan 
BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 
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menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang 
dicantumkan dalam Faktur Pajak. 
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya 
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena 
penyerahan JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang 
dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga 
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 
3. Nilai impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar 
perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang 
dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang 
PPN 1984. 
4. Nilai ekspor yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 
Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan 
undang-undang sebagai berikut : 
1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah 
jumlah harga jual. 
2. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian. 
3. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.  
4. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor. 
19 
 
5. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan 
luas 200m2 atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, 
DPP-nya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk 
membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah). 
6. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar 
Daerah Pabean, DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan 
atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan 
BKP atau JKP tersebut. 
7. Untuk pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma, DPP-
nya adalah harga jual dikurangi laba kotor. 
8. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, DPP -nya 
adalah perkiraan harga jual rata-rata. 
9. Dalam hal penyerahan film cerita, DPP-nya adalah perkiraan 
hasil rata-rata per judul film. 
10. Untuk persediaan BKP maupun aktiva yang menurut tujuan 
semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat 
pembubaran perusahaan, DPP-nya adalah harga pasar wajar. 
11. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata maupun 
jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan 
atau jumlah yang seharusnya ditagih. 
12. Untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas, DPP-nya adalah 
10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.  
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13. Untuk penyerahan jasa anjak piutang, DPP-nya adalah 5% dari 
jumlah seluruh imbalan. 
 
I. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. 
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. 
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak 
adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan 
berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan 
yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. 
Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau 
peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan 
Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima 
persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap 
memakai prinsip tarif tunggal.  
 
J. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak terutang pada saat : 
1. Penyerahan BKP atau JKP 
2. Impor BKP 
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di 
dalam Daerah Pabean. 
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4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean. 
5. Ekspor BKP 
6. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan 
BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP 
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 
Secara lebih terinci berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 143 
Tahun 2000, saat terutangnya pajak adalah sebagai berikut : 
1. Terutang pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut 
sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat 
BKP tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau 
pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat BKP 
tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa 
angkutan. 
2. Terutang pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut 
sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada 
saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP 
tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak 
pembeli. 
3. Terutang pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh 
Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu 
dari peristiwa-peristiwa di bawah ini : 
a. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud dinyatakan 
sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak. 
22 
 
b. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud ditagih oleh 
Pengusaha Kena Pajak. 
c. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud diterima 
pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh 
Pengusaha Kena Pajak. 
d. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh 
Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui. 
4. Terutang pajak atas penyerahan JKP, terjadi pada saat mulai 
tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, 
baik sebagian atau seluruhnya. 
5. Terutangnya pajak atas impor BKP, terjadi pada saat BKP 
tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. 
6. Terutangnya pajak atas ekspor BKP, terjadi pada saat BKP 
tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean. 
7. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak 
untuk diperjualbelikan dan atau persediaan BKP yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat 
yang terjadi lebih dahulu di antara saat : 
a. Ditandatanganinya akte pembubaran oleh notaris. 
b. Berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 




d. Diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah 
tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, 
berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau 
dokumen yang ada. 
8. Terutang pajak atas penyerahan BKP dalam rangka perubahan 
bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau 
pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan 
perubahan pihak yang berhak atas BKP tersebut, terjadi pada saat 
disepakati atau ditetapkan sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang 
Saham yang terutang dalam perjanjian perubahan bentuk usaha, 
pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan 
tersebut. 
 
K. Tempat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai 
1. Untuk penyerahan BKP / JKP : 
a. Tempat tinggal 
b. Tempat kedudukan 
c. Tempat kegiatan usaha 
2. Untuk impor, di tempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah 
Pabean. 
3. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar 
Daerah Pabean, di tempat orang pribadi atau badan tersebut 
terdaftar sebagai Wajib Pajak. 
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4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan 
tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh 
bukan PKP, di tempat bangunan tersebut didirikan. 
5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak.  
 
L. Badan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 
Pengertian pemungut PPN menurut Undang-Undang PPN 1984 
adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, 
dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas 
penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendaharawan 
pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Menurut 
ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai pemungut 
PPN adalah : 
1. Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan atau Pejabat 
yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan 
Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau 
Kota. 
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 
Pemungut PPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan 
BKP dan atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan 
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Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN 
dan PPnBM yang terutang. Pemungutan PPN dan PPnBM 
dilakukan pada saat dilakukan pembayaran oleh Bendaharawan 
Pemerintah atau KPPN kepada PKP Rekanan Pemerintah. PPN 
dan PPnBM tidak dipungut dalam hal : 
a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 
(satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang 
terpecah-pecah. 
b. Pembayaran untuk pembebasan tanah. 
c. Pembayaran atas penyarahan BKP dan atau JKP yang menurut 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat 
fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari 
pengenaan PPN. 
d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan 
Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina. 
e. Pembayaran atas rekening telepon. 
f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh 
perusahaan penerbangan. 
g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang 







M. Tempat Pembayaran / Penyetoran Pajak 
1. Kantor pos dan giro 
2. Bank Pemerintah, kecuali BTN 
3. Bank Pembangunan Daerah 
4. Bank Devisa 
5. Bank-bank lain penerima setoran pajak 
6. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khusus untuk impor 
tanpa LKP. 
 
N. Saat Pembayaran / Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 
1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling 
lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan masa 
pajak. 
2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar 
/ disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, 
dan STP tersebut.  
3. PPN atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran 
Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda / dibebaskan, 
harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.  
4. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh:  
a. Bendaharawan Pemerintah, harus disetor selambat-lambatnya 
tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  
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b. Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus disetor 
selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah 
Masa Pajak berakhir.  
c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN &  PPn 
BM atas Impor, harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah 
pemungutan pajak dilakukan.  
5. PPN dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Badan Urusan 
Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat 
Perintah Pengeluaran Barang ditebus. 
Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka 
pembayaran harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. 
O. Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 
1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT 
Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat 
selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.  
2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah 
dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.  
3. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh :  
a. Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan selambat-lambatnya 
14 hari setelah Masa Pajak berakhir.  
b. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan 
Pemerintah harus dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah 
Masa Pajak berakhir.  
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c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan 
secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu 
penyetoran pajak berakhir.  
4. Untuk penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh BULOG, maka 
PPN dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan 
disampaikan kepada KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah 
Masa Pajak berakhir.  
Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka 
pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. 
P. Pengertian-pengertian 
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat 
tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang 
didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 
Kepabeanan. 
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya 
dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang 
tidak berwujud. 
3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 
2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak 
Pertambahan Nilai. 
4. Penyerahan BKP adalah setiap kegiatan penyerahan BKP sebagaimana 
dimaksud dalam angka 3. 
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5. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah 
pabean ke dalam daerah pabean. 
6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah 
setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari liar Daerah 
Pabean karena syatu perjanjian di dalam Daerah Pabean. 
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan mejual, termasuk 
kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan sifatnya. 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
orgaanisasi yang sejenis, lembaga, BUT, dan bentuk badan lainnya. 
9. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud 
dalam angka 8 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, 
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud 
dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan 
jasa dari luar Daerah Pabean. 
10. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud 
dalam angka 9 yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan 
JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk 
pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan 
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Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk 
dikukuhkan sebagai PKP. 
11. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai 
impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan 
menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak 
yang terutang. 
12. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan 
bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak 
berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean 
untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU 
PPN. 
13. Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, badan, atau Instansi 
Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas 
penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada Bendaharawan 













A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah dan Perkembangan KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Surakarta berada di bawah naungan Departemen Keuangan 
Republik Indonesia. KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta berdiri 
sejak zaman Kolonial Hindia Belanda dengan nama “Taback Accyns 
Kantor”, yang berarti Kantor Cukai Tembakau. Cukai Tembakau 
dimulai pada tahun 1932. Setalah kemerdekaan, Taback Accyns 
Kantor Cabang Surakarta kemudian diganti dengan nama Kantor 
Cukai Cabang Surakarta yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi 
No 3 Surakarta. Pada tahun 1957 Kantor Cukai Cabang Surakarta 
dinaikkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B 
Surakarta yang bertempat di Jl. Bawean No. 23 Pasar Legi, Banjarsari, 
Surakarta.  
Sesuai dengan Perda No. IV tempatnya dipindahkan lagi ke Jl. Dr. 
Lambuan Tobing No. 35 Surakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan RI Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 
Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B meningkat statusnya menjadi 
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta. Kemudian tanggal 
2 November 1998, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta 
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dipindahkan ke Jl. LU Adi Sucipto No. 36 Blulukan, Colomadu, 
Karanganyar, Surakarta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
No. 68/PMK.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 Kantor Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe A Surakarta dinaikkan statusnya dan berubah nama 
menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 
Surakarta. Berdasarkan status baru tersebut, tugas instansi ini adalah 
melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasar 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Perubahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dari 
Tipe A3 menjadi Tipe Madya  Pabean adalah berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) Tipe Madya Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai yang memberikan pelayanan prima serta 
pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai 
dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, 
transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa dengan 
dukungan instansi yang terkait. 
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta 
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada 
di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah 
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Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang 
Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan 
pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
melaksanakan tugas seperti yang dimaksud di atas, Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di 
bidang kepabeanan dan cukai. 
b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, 
dan senjata api. 
c. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. 
d. Pelaksanaan dan pemberian perijinan dan pemberian fasilitas di 
bidang kepabeanan dan cukai. 
e. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, 
cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 
Jenderal. 
f. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai. 
g. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan 
kepabeanan dan cukai. 
h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja. 




Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri dari 7 (tujuh) Tipe sebagai 
berikut : 
a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean 
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Cukai 
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 
d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 
e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 
f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 
g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada di 
bawah Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
adalah sebagai berikut : 
a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas 
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekalongan 
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus  
d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap 
e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta 
f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tegal 
g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta 
h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwokerto 
Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta adalah meliputi 
seluruh wilayah eks Karesidenan Surakarta, yang terdiri dari : 
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a. Kota Surakarta 
b. Kabupaten Boyolali 
c. Kabupaten Sukoharjo 
d. Kabupaten Karanganyar 
e. Kabupaten Wonogiri 
f. Kabupaten Sragen 
g. Kabupaten Klaten 
Pengawasan dan Pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
meliputi : 
a. Bandara Internasional Adi Sumarmo 
b. Kantor Pos Lalu Bea Surakarta 
c. Tempat Penimbunan Sementara 
d. Kawasan Berikat, Gudang Berikat 
e. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan 
Ekspor 
f. Pabrik Hasil Tembakau (Pabrik Rokok dan Pabrik Tembakau Iris) 
g. Pabrik Etil Alkohol (EA) 
h. Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
i. Tempat Penjualan Eceran EA dan MMEA 
j. Toko Bebas Bea 
Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
mempunyai wewenang untuk melimpahkan sebagian tugasnya kepada 
pos-pos pengawasan yang di tempatkan pada tempat-tempat yang 









g. Sragen  
h. Sukoharjo 
i. Wonogiri 
Pos-pos pengawasan tersebut merupakan pelaksanan dari sebagian 
tugas di bidang pabean dan cukai yang berada di lingkungan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan dalam rangka pencegahan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. 
3. Visi, Misi, Strategi, dan Komitmen 
Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Sejajar dengan instansi kepabeanan dan cukai dunia dalam kinerja dan 
citra. 
Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
a. Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan 
internasioanal dan cukai. 
b. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri perdagangan 
dan masyarakat. 
c. Mengembangkan pengawasan yang efektif dan efisien dalam 
rangka penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. 
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d. Meningkatkan kemampuan instansi Diretorat Jenderal Bea dan 
Cukai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 




Komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
a. Tingkatkan pelayanan  
b. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsisten 
c. Pastikan pengguna bisa bekerja sesuai ketentuan 
d. Hentikan perdagangan ilegal 
e. Tingkatkan integritas 
4. Struktur Organisasi 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Surakarta 
mempunyai susunan organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
terdiri dari : 
a. Subbagian Umum 
b. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
c. Seksi Administrasi Manifes 
d. Seksi Perbendaharaan 
e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 
38 
 
f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 
g. Seksi Kepatuhan Internal 
h. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen 
i. Kelompok Jabatan Fungsional 
Subbagian Umum terdiri dari : 
a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian 
b. Urusan Keuangan 
c. Urusan Rumah Tangga 
Seksi Penyidikan dan Penindakan terdiri dari : 
a. Subseksi Intelijen 
b. Subseksi Penindakan 
c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
d. Subseksi Sarana Operasi 
Seksi Administrasi Manifes terdiri dari : 
a. Subseksi Pengadministrasian Manifes 
b. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang 
Seksi Perbendaharaan terdiri dari : 
a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan 
b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi 
Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai. 
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari : 
a. Subseksi Penyuluhan 
b. Subseksi Layanan Informasi 
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Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari : 
a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan 
Administrasi 
b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
5. Deskripsi Jabatan  
Tugas masing-masing tiap bagian kerja sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan RI No. 68/PMK.01/2007 adalah sebagai berikut : 
a. Subbagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut : 
1) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan 
rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
2) Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan 
pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan. 
b. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas sebagai 
berikut : 
1) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian 
informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 
2) Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
3) Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
4) Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. 
5) Pemeriksaan sarana pengangkut. 
6) Pengawasan pembongkaran barang. 
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7) Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan 
denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, 
serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya. 
8) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan 
barang bukti. 
9) Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan 
kepabeanan dan cukai. 
10) Pemantauan tindak lannjut hasil penindakan dan penyidikan di 
bidang kepabeanan dan cukai. 
11) Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan. 
c. Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas sebagai berikut : 
1) Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana 
pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut. 
2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan 
penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana 
pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan 
barang. 
3) Perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan 
penyerahan dokumen sarana pengangkut. 
d. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut : 
1) Pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda 
administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan 
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pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 
2) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian 
jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha 
Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka 
keberatan dan banding serta jaminan lainnya. 
3) Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan 
permintaan dan pengembalian pita cukai. 
4) Penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda 
administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, 
pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, serta pengadministrasian dan 
penyelesaian premi. 
5) Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas 
kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, 
bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara 
lainnya yang telah jatuh tempo. 
6) Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, 
serta administrasi pelelangan. 
7) Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor. 
8) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan 




e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas yaitu : 
1) Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
2) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai. 
3) Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan 
pengoperasian sarana deteksi. 
4) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, 
nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran 
penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, 
pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya. 
5) Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean. 
6) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari 
kawasan pabean. 
7) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
8) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan 
pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. 
9) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai. 
10) Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai. 
11) Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan 
dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai. 
12) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan 
kadar barang kena cukai. 
13) Pengelolaan tempat penimbunan pabean. 
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14) Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran 
barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat 
Penimbunan Pabean. 
15) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang 
menjadi milik negara. 
16) Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang 
menjadi milik negara. 
17) Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang 
menjadi milik negara dan atau busuk. 
f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas 
sebagai berikut : 
1) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di 
bidang kepabeanan dan cukai. 
2) Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. 
3) Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan 
cukai. 
4) Konsultasi dibidang kepabeanan dan cukai. 
g. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas sebagai berikut : 
1) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan 
kepabeanan dan cukai. 
2) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi. 
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3) Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan 
penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. 
4) Evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan 
kepabeanan dan cukai. 
5) Penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas. 
6) Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
aparat pengawasan fungsioanal dan pengawasan masyarakat. 
h. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas 
melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, 
pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan 
teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan 
data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan 
dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta 
penyajian data kepabeanan dan cukai. 
Untuk lebih jelasnya, susunan organisasi Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta dapat 
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B. Laporan Magang Kerja 
2. Lokasi dan Penempatan Magang Kerja 
a. Lokasi  
Ruang lingkup instansi penelitian adalah Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta yang 
berlokasi di Jalan L. U Adisucipto, Blulukan, Colomadu, 
Karanganyar, Surakarta telepon 0271-712243 / 712238 (Fax. 0271-
713346). 
b. Penempatan Magang Kerja 
Selama melakukan kegiatan magang kerja di KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta, penulis di tempatkan pada Subbagian Umum 
selama dua minggu dan pada Bagian Perbendaharaan selama dua 
minggu. 
3. Jangka Waktu Magang Kerja 
Penulis melakukan kegiatan magang kerja di KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta periode 15 Februari – 12 Maret 2010. 
4. Jadwal dan Rincian Kegiatan Magang Kerja 
a. Jadwal magang 
Selama magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta periode 15 Februari - 12 
Maret 2010, penulis melaksanakan kegiatan magang yang telah 










1 Senin 7.30 WIB 14.00 WIB 
2 Selasa 7.30 WIB 14.00 WIB 
3 Rabu 7.30 WIB 14.00 WIB 
4 Kamis 7.30 WIB 14.00 WIB 
5 Jum’at 7.00 WIB 14.00 WIB 
  Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
b. Rincian kegiatan magang kerja 
Dalam melaksanakan magang di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta selama 1 
bulan pada tanggal 15 Februari-12 Maret 2010, penulis di 
tempatkan pada Subbagian Umum dan Perbendaharaan.  
Aktivitas magang yang penulis lakukan pada Subbagian Umum 
adalah sebagai berikut : 
1) Wawancara dengan Bapak Giyantoro tentang sejarah dan 
struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
2) Mengarsip dokumen dan surat-surat dinas. 
3) Mengentri data pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta. 
4) Mengecek dan mendata barang-barang/peralatan di seluruh 
ruangan KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
5) Mengentri dan merekap daftar barang ruangan KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta. 




7) Membuat daftar pegawai dan gaji cleaning service dan satpam 
di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
8) Mengentri data pegawai yang naik pangkat di KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta. 
Aktivitas magang yang penulis lakukan pada bagian 
Perbendaharaan adalah sebagai berikut : 
1) Konsultasi dengan Bapak Joko Sartono selaku pembimbing 
magang di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
2) Mengurutkan dan mencatat surat pemesanan pita cukai. 
3) Mengarsip dokumen. 
4) Mengurutkan dan mencacat Surat Setoran Pabean, Cukai, dan 
Pajak (SSPCP)  
5) Foto kopi bukti penerimaan negara dari pembayaran SSPCP. 
6) Mencatat surat permohonan penyediaan pita cukai. 
7) Merekap data pemberitahuan cukai etil alkohol yang selesai 
dibuat. 
8) Mencatat surat masuk tentang daftar pengiriman pita cukai 
hasil tembakau. 
9) Mengecek daftar barang di ruang perbendaharaan. 
10) Mengarsip daftar pemesanan pita cukai. 
11) Merekap data penerimaan harian pabean, cukai, dan pajak 
bulan Februari 2010. 
12) Mencatat surat masuk tentang pengeluaran etil alkohol yang 
belum dilunasi cukainya. 
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C. Pembahasan Masalah 
1. Kontribusi PPN atas Impor Barang Kena Pajak terhadap 
total penerimaan pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta Tahun 
Anggaran 2006-2009 
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Impor 
Barang Kena Pajak yang dipungut oleh KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta sebagian besar merupakan penerimaan atas 
kegiatan impor yang dilakukan oleh industri-industri tekstil di 
Surakarta. Jenis Barang Kena Pajak yang diimpor yang terutang 
PPN antara lain : bahan baku dan accecoris yang digunakan oleh 
industri tekstil. Penerimaan PPN impor dari tahun ke tahun dapat 
mengalami kenaikan maupun penurunan tergantung dari banyak 
sedikitnya BKP yang diimpor. Kenaikan penerimaan PPN impor 
menunjukkan bahwa kegiatan impor BKP mengalami kenaikan 
sedangkan penurunan penerimaan PPN impor menunjukkan 
bahwa terjadi penurunan kegiatan impor Barang Kena Pajak. 
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PPN atas Impor 
Barang Kena Pajak terhadap total penerimaan pajak di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Surakarta tahun anggaran 2006-2009 dapat dilihat dalam tabel 
berikut ini. Perhitungan kontribusi PPN terhadap total 




Ratio Kontribusi = Realisasi Penerimaan PPN     x 100% 
 Jumlah Penerimaan Pajak 
Tabel berikut ini akan menunjukkan secara terperinci 
mengenai kontribusi penerimaan PPN terhadap total penerimaan 
pajak di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta untuk setiap 
bulannya pada tahun anggaran 2006-2009. 
Tabel 3.2 
Kontribusi Penerimaan PPN terhadap Total Penerimaan Pajak 
Di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Tahun Anggaran 2006 
























































Total 18,557,799,907 130,961,309,220 14.17 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
 Berdasarkan perincian tabel kontribusi penerimaan PPN 
terhadap total penerimaan pajak pada tahun anggaran 2006 di 
atas, maka dapat dihitung kontribusi sebesar : 
Ratio Kontribusi =     18,557,799,907     x 100% 




Kontribusi PPN pada tahun anggran ini berkisar antara Rp 
225.678.724,00 hingga Rp 3.401.210.366,00. Kontribusi terkecil 
yang disumbangkan dari penerimaan PNN selama tahun anggaran 
2006 adalah pada bulan Januari sebesar Rp 225,678,724.00 atau 
3,34%, sedangkan kontribusi terbesar terjadi pada bulan Mei 
sebesar Rp 3.401.210.366,00 atau 21,54% dari total penerimaan 
pajak. Pada tahun anggaran ini rata-rata penerimaan PPN per 
bulan Rp 1.546.483.325,00 (Rp 18.557.799.907,00 / 12) atau 
14,17% dari total penerimaan pajak per bulan. 
Tabel 3.3 
Kontribusi Penerimaan PPN terhadap Total Penerimaan Pajak 
Di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Tahun Anggaran 2007 
























































Total  19,293,905,428 170,386,176,518 11.32 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
 Berdasarkan perincian tabel kontribusi penerimaan PPN 
terhadap total penerimaan pajak pada tahun anggaran 2007 di 




Ratio Kontribusi =     19,293,905,428     x 100% 
   170,386,176,518 
= 11.32% 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan PPN 
mengalami kenaikan sebesar Rp 736.105.521,00 (Rp 
19.293.905.428,00 – Rp 18.557.799.907,00) dari tahun 
sebelumnya (tahun 2006). Tahun anggaran ini penerimaan PPN 
per bulan berkisar Rp 1.288.560,00 hingga Rp 2.592.341.301,00 
dengan rata-rata penerimaan Rp 1.607.825.452,00. Penerimaan 
terbesar PPN adalah pada bulan Januari, sebesar Rp 
2.592.341.301,00. Sedangkan penerimaan PPN terendah terjadi 
pada bulan Juli yaitu sebesar Rp 1.288.560,00. 
 Meskipun penerimaan PPN mengalami peningkatan 
dibandingkan penerimaan PPN tahun 2006, namun prosentase 
kontribusinya terhadap total penerimaan pajak justru mengalami 
penurunan sebesar 2,85% (14,17% - 11,32%). Prosentase 
kontribusi terbesar yang disumbangkan PPN atas impor BKP 
terhadap total penerimaan pajak impor terjadi pada bulan Januari 









Kontribusi Penerimaan PPN terhadap Total Penerimaan Pajak 
Di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Tahun Anggaran 2008 
























































Total  25,232,338,792 179,883,541,292 14.02 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
 Berdasarkan perincian tabel kontribusi penerimaan PPN 
terhadap total penerimaan pajak pada tahun anggaran 2008 di 
atas, maka dapat dihitung kontribusi sebesar : 
Ratio Kontribusi =     25,232,338,792     x 100% 
   179,883,541,292 
= 14.02% 
 Tahun anggaran 2008 jumlah penerimaan PPN impor BKP 
mengalami peningkatan sebesar Rp 5.938.433.364,00 (Rp 
25.232.338.792,00 – Rp 19.293.905.428,00) dibandingkan 
penerimaan tahun 2007. Kenaikan penerimaan PPN dari tahun 
sebelumnya disebabkan meningkatnya impor Barang Kena Pajak 
yang dilakukan oleh importir yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri. Penerimaan PPN pada tahun ini 
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sebagian besar berasal dari impor Barang Kena Pajak berupa 
bahan baku untuk kegiatan industri tekstil. Angka penerimaan 
PPN berkisar Rp 1.526.040.468,00 hingga Rp 2.553.552.276,00 
dengan rata-rata penerimaan Rp 2.102.694.899,00 (Rp 
25.232.338.792,00 / 12) atau 14,02% per bulan. 
 Tahun ini prosentase kontribusi PPN terhadap total 
penerimaan pajak juga mengalami peningkatan sebesar 14,02% 
dibanding prosentase kontribusi tahun 2007. Kontribusi PPN 
terendah pada tahun anggaran ini adalah pada bulan Februari, 
sebesar Rp 1.700.239.956,00 atau 11,14%. Sedangkan kontribusi 
tertinggi yang disumbangkan PPN adalah pada bulan Juni yaitu 
Rp 2.553.552.276,00 atau 17,39% dari total penerimaan pajak 
impor. 
Tabel 3.5 
Kontribusi Penerimaan PPN terhadap Total Penerimaan Pajak 
Di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Tahun Anggaran 2009 
























































Total  29,101,966,777 189,102,770,223 15.39 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
55 
 
 Berdasarkan perincian tabel kontribusi penerimaan PPN 
terhadap total penerimaan pajak pada tahun anggaran 2009 di 
atas, maka dapat dihitung kontribusi sebesar : 
Ratio Kontribusi =     29,101,966,777     x 100% 
   189,102,770,223 
= 15.39% 
 Tahun anggaran 2009 penerimaan PPN impor atas BKP 
mengalami peningkatan lagi dibandingkan penerimaan tahun 
anggaran 2008. Angka penerimaaan berkisar Rp 
1.180.238.473,00 hingga Rp 3.510.844.718,00 dengan rata-rata 
penerimaan sebesar Rp 2.425.163.898,00 (Rp 29.101.966.777,00 
/ 12) atau 15,39% per bulan. Tahun ini penerimaan PPN 
meningkat sebesar Rp 3.869.627.985,00 (Rp 29.101.966.777,00 – 
Rp 25.232.338.792,00) dari penerimaan tahun sebelumnya.  
 Tahun ini prosentase kontribusi penerimaan PPN atas impor 
BKP juga mengalami peningkatan sebesar 1,37% dibanding 
prosentase kontribusi tahun 2008. Kontribusi PPN terendah pada 
tahun anggaran ini adalah pada bulan September, sebesar Rp 
1.180.238.473,00 atau 8,74%. Sedangkan kontribusi tertinggi 
yang disumbangkan dari penerimaan PPN adalah pada bulan Juni 
yaitu sebesar Rp 3.097.895.227,00 atau 25,36% dari total 
penerimaan pajak. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya 
impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh importir yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  
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 Dari seluruh tabel perincian kontribusi penerimaan PPN atas 
impor BKP terhadap total penerimaan pajak dalam rangka impor 
selama tahun anggaran 2006 – 2009 di atas maka dapat dibuat 
tabel realisasi penerimaan PPN terhadap total penerimaan pajak 
sebagai berikut. 
Tabel 3.6 
Realisasi Total Penerimaan PPN atas Impor BKP terhadap 
Realisasi Total Penerimaan Pajak 
di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 



























Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun ke tahun 
dapat mengalami kenaikan tergantung dari banyak atau sedikitnya 
Barang Kena Pajak yang diimpor. Kenaikan penerimaan PPN 
impor menunjukkan bahwa kegiatan impor Barang Kena Pajak 
mengalami kenaikan. Kenaikan penerimaan PPN impor terjadi 
apabila Barang Kena Pajak yang diimpor pada tahun tersebut 
lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.  
 Penerimaan PPN untuk periode 2006 – 2009 mengalami 
perkembangan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat terlihat 
dari adanya kenaikan penerimaan PPN dari tahun ke tahun. 
Adanya perkembangan penerimaan PPN pada Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta 
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menunjukkan bahwa impor Barang Kena Pajak yang masuk ke 
dalam wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
mengalami kenaikan. Perkembangan penerimaan PPN 
menunjukkan bahwa kegiatan industri di wilayah Surakarta 
mengalami perkembangan dari tahun ke tahun khususnya 
dibidang industri tekstil. Dimana sebagian besar penerimaan 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta berasal dari impor Barang 
Kena Pajak berupa bahan baku dan accecoris untuk kegiatan 
industri tekstil. 
 Berdasarkan tabel di atas kontribusi penerimaan PPN impor 
terhadap total penerimaan pajak dalam rangka impor, kontribusi 
terendah sebesar 11,32% dan terjadi pada tahun 2007, dengan 
penerimaan sebesar Rp 19.293.905.428,00. Kontribusi 
penerimaan terendah kedua sebesar 14,02% terjadi pada tahun 
2008. Tahun anggaran 2009 merupakan kontribusi penerimaan 
serta realisasi penerimaan PPN terbesar dari seluruh tahun 
anggaran (tahun 2006 – tahun 2009), dengan kontribusi sebesar 
15,39%. 
 Berdasarkan tabel realisasi total penerimaan PPN atas impor 
BKP terhadap realisasi total penerimaan pajak dalam rangka 
impor di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta tahun anggaran 
2006 – 2009, maka dapat dihitung prosentase perubahan 
penerimaan PPN. Prosentase perubahan penerimaan dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
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Prosentase Perubahan = 100% + R tn – R (tn – 1)    x 100% 
      R (tn – 1) 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
   Keterangan  
   R tn : realisasi tahun ke-n 
   R (tn – 1) : realisasi tahun sebelumnya 





































Prosentase Perubahan Penerimaan PPN Impor dan Total Penerimaan Pajak Di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Tahun Anggaran 2006 – 2009  
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Berdasarkan tabel prosentase kenaikan / penurunan PPN impor dan total 
penerimaan pajak impor di atas, tahun 2006 merupakan penerimaan PPN terendah 
dibandingkan seluruh tahun anggaran (tahun 2006 – 2009). 
Penerimaan PPN tahun anggaran 2007 mengalami peningkatan sebesar Rp 
736.105.521,00 dan prosentasenya berubah menjadi 104% dari penerimaan tahun 
2006. Peningkatan ini menyebabkan prosentase perubahan total penerimaan pajak 
impor ikut mengalami peningkatan menjadi 130% dari tahun anggaran 2006. 
Tahun-tahun anggaran berikutnya penerimaan PPN impor dan total 
penerimaan pajak dalam rangka impor terus mengalami peningkatan. Penerimaan 
PPN  terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 29.101.966.777,00 atau 
naik sebesar Rp 3.869.627.985,00 dari penerimaan PPN impor tahun sebelumnya 
yang hanya sebesar Rp 25.232.338.792,00. Meskipun penerimaan PPN impor 
mengalami peningkatan dibandingkan penerimaan PPN impor tahun 2008, namun 
prosentase penerimaan PPN impor justru mengalami penurunan sebesar 16% 






















Perbandingan Prosentase Perubahan Penerimaan PPN Impor BKP serta Kontribusinya terhadap Total Penerimaan Pajak  







































































Tabel perbandingan prosentase kenaikan / penurunan penerimaan PPN serta 
kontribusinya terhadap total penerimaan pajak impor di atas menunjukkan bahwa 
pada tahun 2006 – 2009 prosentase kontribusi penerimaan PPN terhadap total 
penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2007 
sempat mengalami penurunan sebesar 2,85% (14,17% - 11,32%) dibandingkan 
tahun 2006. Penurunan kontribusi PPN disebabkan oleh menurunnya impor 
Barang Kena Pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  
Kontribusi terendah yang disumbangkan PPN adalah pada tahun anggaran 
2007 yaitu sebesar 11,32% terhadap total penerimaan pajak, meskipun 
penerimaan PPN tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan penerimaan 
tahun sebelumnya dan prosentase realisasi penerimaannya juga ikut meningkat 
menjadi 104% dari tahun 2006, tetapi realisasi total penerimaan PPN jauh 
mengalami peningkatan yaitu menjadi 130% dibandingkan tahun 2006.  
Kontribusi terbesar yang disumbangkan oleh PPN adalah pada tahun anggaran 
2009 yaitu sebesar Rp 29.101.966.777,00, dan kontribusi terhadap total 
penerimaan pajak impornya sebesar 15,39%, meskipun prosentase 
penerimaan menurun sebesar 16% (131% - 115%) dibandingkan tahun 
2008. Peningkatan penerimaan PPN menyebabkan realisasi total 
penerimaan PPN ikut meningkat menjadi Rp 189.102.770.223,00 meskipun 
prosentase penerimaannya turun menjadi 105% disbanding tahun 2008, 
namun realisasi total penerimaan PPN tahun 2009 merupakan realisasi total 
penerimaan PPN terbesar selama tahun anggaran 2006 – 2009. Peningkatan 
penerimaan PPN disebabkan meningkatnya impor Barang Kena Pajak yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  
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2. Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada importir untuk 
meningkatkan penerimaan PPN Impor Barang Kena Pajak 
Fasilitas yang kemungkinan dapat dinikmati oleh pengusaha kena 
pajak yang mengimpor Barang Kena Pajak adalah : 
a. Pajak terutang yang tidak dipungut 
b. Dibebaskan dari pengenaan PPN  
Fasilitas tersebut diberikan kepada pengusaha yang berkenaan 
antara lain dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan bidang 
usaha yang bersangkutan, untuk membantu likuiditas perusahaan 
atau untuk menunjang program pemerintah yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak. 
 Perlakuan atas pajak masukan yang berkaitan dengan kedua 
fasilitas tersebut adalah : 
a. Pajak masukan atas perolehan BKP / JKP untuk menghasilkan 
penyerahan yang mendapat fasilitas PPN yang terutang tidak 
dipungut yang dapat dikreditkan. 
b. Pajak masukan atas perolehan BKP / JKP untuk menghasilkan 
penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN 
yang tidak dapat dikreditkan. 
Fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN / PPnBM : 
a. Impor BKP tertentu yang dibebaskan PPN : 
1) Senjata, amunisi, alat angkutan, kendaraan lapis baja, 
kendaraan angkutan khusus, dan bahan lain yang 
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diperlukan dalam pembuatan senjata / amunisi untuk 
keperluan TNI / POLRI yang belum dibuat dalam negeri. 
2) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN. 
3) Buku pelajaran, kitab suci, dan buku agama. 
4) Kapal laut, kapal angkutan sungai, danau, dll serta alat 
keselamatan pelayaran manusia yang digunakan oleh 
perusahaan pelayaran niaga atau penangkapan ikan. 
5) Pesawat udara dan suku cadangnya untuk perbaikan yang 
digunakan oleh perusahaan angkutan niaga nasional. 
6) Kereta api dan suku cadangnya yang digunakan oleh 
perusahaan PT Kereta Api nasional. 
7) Peralatan yang digunakan untuk menyediakan data base 
dan photo udara wilayah RI. 
b. Fasilitas PPN atas impor BKP di kawasan berikat 
Fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut bagi pengusaha 
kawasan berikat diberikan atas transaksi : 
1) Impor barang modal / peralatan pabrik / peralatan 
perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB. 
2) Impor barang modal dan peralatan pabrik yang 
berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PKB 
yang semata-mata dipakai oleh PKB. 
3) Impor barang / bahan yang akan diolah di PKB. 
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4) Penyerahan BKP dari kawasan berikat kepada pihak yang 
memperoleh fasilitas pembebasan / penangguhan bea 
masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor. 
c. Fasilitas PPN bagi pengusaha EPTE (Entrepot Produksi 
Tujuan Ekspor) : 
PKP EPTE diberikan fasilitas PPN yang terutang tidak 
dipungut / penangguhan / diperlakukan sama dengan ekspor, 
yaitu atas transaksi : 
 Impor barang modal dan peralatan pabrikan yang 
berhubungan langsung dengan kegiatan produksi serta 
impor barang atau bahan untuk diolah lebih lanjut oleh 
PKP EPTE. 
d. KMK No. 47 / KMK. 01 / 1981 jo KMK No. 548 / KMK. 04 /  
1994 yang intinya mengatur bahwa PPN tidak dipungut atas 
pemasukan BKP / JKP ke kawasan berikat Pulau Batam, baik 
impor maupun panyerahan dari dalam wilayah RI. 
Tata cara pemberian fasilitas PPN tidak dipungut : 
Fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan BKP / JKP 
kepada PKP di kawasan berikat Pulau Batam atau impor BKP 
oleh PKP di kawasan berikat Pulau Batam diberikan apabila 
PKP di kawasan tersebut menunjukkan Surat Keterangan PPN 
tidak dipungut yang diterbitkan oleh KPP Batam. Faktur 
Pajak atau dokumen PIB dan SSP PPN Impor atau SSP PPN 
atas pemanfaatan BKP tidak berwujud / JKP dari luar daerah 
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pabean tetap harus dibuat dengan dibubuhi cap “PPN tidak 
dipungut eks PPN Nomor 39 Tahun 1998”. 
e. PPN tidak dipungut atas impor BKP tertentu : 
Dalam KMK No. 132 / KMK.04 / 1999 jo SE-05 / PJ.52 / 
1999 diatur tentang pemberian fasilitas PPN tidak dipungut 
atas kegiatan impor barang-barang tertentu. 
f. PPN yang dibebaskan atas BKP tertentu yang bersifat 
strategis :  
Pada tanggal 2 April 2001 telat dikeluarkan KMK No. KMK-
155 / KMK.04 / 2001 yang merupakan aturan pelaksanaan 
dari PP No. 12 Tahun 2001 tentang impor dan penyerahan 
BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari 
pengenaan PPN. Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 1 
Januari 2001. 
Pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dari 
pengeluaran PPN yang diutamakan untuk impor dan atau 
penyerahan BKP serta penyerahan JKP untuk : 
a. Mendukung pertahanan nasional 
b. Mencerdaskan kehidupan bangsa 
c. Mensejahterakan kehidupan bangsa 
d. Meningkatkan kesehatan masyarakat 
e. Mempertahankan pembangunan nasional 
Sedangkan fasilitas tidak dikenakan PPN untuk : 
a. Mendorong ekspor 
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b. Meningkatkan daya saing barang di pasar internasional 
c. Mengembangkan wilayah / daerah tertentu agar dapat menjadi 
sentra-sentra kegiatan ekonomi 
d. Mendorong pertumbuhan ekonomi 
e. Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN atas 
Impor Barang Kena Pajak di KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta  
a. Faktor intern yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta, yaitu : 
1) Adanya fasilitas perdagangan yang diberikan oleh Bea dan 
Cukai. 
Adanya fasilitas perdagangan yang diberikan oleh Bea dan 
Cukai berupa : Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor 
Tujuan Ekspor (KITE) sangat mempengaruhi penerimaan 
PPN atas impor BKP. Perusahaan / importir yang 
memperoleh fasilitas perdagangan tersebut pada saat 
melakukan impor BKP maka Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 
22 ditangguhkan sementara sehingga pada saat 
pengambilan BKP yang diimpor perusahaan belum 
melakukan pembayaran. Perusahaan yang memperoleh 
fasilitas perdagangan pada saat melakukan impor BKP 
hanya akan terutang PPN apabila bahan baku yang 
diperoleh dengan melakukan impor diolah lebih lanjut 
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menjadi barang jadi / setengah jadi digunakan untuk 
konsumsi dalam negeri. Sedangkan BKP berupa bahan 
baku yang diperoleh dengan melakukan impor yang telah 
diolah lebih lanjut menjadi barang jadi / setengah jadi 
apabila diekspor kembali maka tidak terutang PPN atau 
adanya pembebasan Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22. 
Perbedaan antara kedua fasilitas perdagangan yang 
diberikan oleh pemerintah tersebut adalah : 
Kawasan Berikat 
a) Harus berlokasi di kawasan industri dan bangunannya 
harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan. 
b) Dijaga petugas Bea Cukai karena berstatus sebagai 
Kawasan Pabean. 
c) Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai secara 
terus-menerus. 
d) Tidak perlu jaminan bea masuk, PPN, PPh bahan baku 
yang diolah. 
KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) 
a) Tidak harus berlokasi di kawasan industri dan tidak 
harus memenuhi persyaratan bangunan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan. 




c) Pengawasan Pabean insidentil. 
d) Harus menaruh jaminan atas bea masuk, PPN, PPh atas 
bahan baku impor. 
2) Adanya pola pengawasan kepada importir. 
Adanya pengawasan yang teliti dan cermat yang dilakukan 
oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta akan 
mengurangi tindak pidana yang dilakukan importir yang 
sangat mempengaruhi terhadap penerimaan negara (bea 
masuk, PPh Pasal 22, PPN, PPnBM). Tindak pidana 
tersebut dapat berupa penyelundupan maupun pemalsuan 
dokumen yang dapat merugikan negara. Apabila pola 
pengawasan baik maka importir akan melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya sesuai prosedur yang ada 
sehingga penerimaan negara akan mengalami peningkatan 
dari sektor PPN seiring dengan meningkatnya kegiatan 
impor BKP. 
3) Adanya pembinaan kepada importir dalam kegiatan impor 
Barang Kena Pajak. 
Adanya pembinaan kepada importir yang akan melakukan 
kegiatan impor akan memberikan pengetahuan kepada 
importir mengenai kewajiban-kewajiban yang harus 
dilakukan dalam melakukan kegiatan impor BKP serta 
sanksi yang diperoleh apabila hal tersebut tidak 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
70 
 
Adanya kepatuhan yang dilakukan oleh importir dalam 
memenuhi kewajibannya atas kegiatan impor BKP 
mengakibatkan penerimaan negara meningkat dari sektor 
Pajak Pertambahan Nilai. 
b. Faktor ekstern yang berasal dari luar KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta, yaitu : 
1) Kebijakan dari pemerintah daerah 
Adanya kebijakan pemerintah daerah mengenai jenis-jenis 
perusahaan yang diperbolehkan berdiri di daerah tersebut 
khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang 
kegiatan ekspor impor BKP akan sangat mempengaruhi 
penerimaan PPN impor. Adanya pembatasan suatu jenis 
perusahaan yang diperbolehkan berdiri di suatu daerah 
akan memberikan dampak tidak berkembangnya 
perusahaan dalam kegiatan ekspor impor BKP yang akan 
mengakibatkan menurunnya penerimaan PPN impor. 
Sedangkan apabila adanya kebijakan dari pemerintah 
daerah yang memberikan kelonggaran mengenai suatu 
jenis perusahaan yang berdiri di daerah tersebut maka 
penerimaan negara dari sektor PPN impor akan mengalami  
peningkatan. 
2) Iklim usaha 
Iklim usaha dapat mempengaruhi penerimaan PPN atas 
kegiatan impor BKP. Apabila iklim usaha dalam hal 
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kegiatan impor BKP dalam keadaan tinggi maka 
penerimaan PPN impor akan meningkat. Sedangkan 
apabila iklim usaha atas kegiatan impor BKP dalam 
keadaan melemah maka penerimaan PPN impor akan 
menurun. 
3) Pertumbuhan jumlah perusahaan 
Adanya pertumbuhan jumlah perusahaan khususnya 
perusahaan yang dalam kegiatan produksinya melakukan 
kegiatan impor BKP dapat mempengaruhi penerimaan 
PPN impor. Semakin tinggi pertumbuhan jumlah 
perusahaan yang melakukan kegiatan impor BKP maka 
semakin tinggi pula penerimaan PPN impor. 
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta dalam pemungutan PPN atas Impor 
Barang Kena Pajak serta upaya yang dilakukan dalam 
menghadapi kendala tersebut  
a. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta dalam memungut PPN, antara lain : 
1) Penyampaian Bukti Pembayaran tidak pada waktunya atau 
tidak sesuai prosedur yang ditentukan yang dilakukan oleh 
importir. 
Hal tersebut akan memberikan kendala pegawai bea cukai 
dalam melakukan rekonsiliasi penerimaan PPN atas impor 
BKP kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 
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(KPKN) yang akan menimbulkan ketidaksesuaian jumlah 
penerimaan pada KPPBC dan KPKN sehingga 
ketidaksesuaian jumlah penerimaaan tersebut baru dapat 
diketahui oleh pegawai KPPBC setelah KPKN 
mengirimkan rincian penerimaan dari KPPBC tersebut. 
2) Kesalahan yang dilakukan oleh importir. 
Dalam pemungutan pajak menggunakan self assessment 
system, jadi dengan penggunaan sistem tersebut sering 
terjadi kesalahan yang dilakukan oleh importir dalam 
pengisisan dokumen impor baik kesalahan hitung mapun 
kesalahan tulis. Sehingga pihak KPPBC harus meneliti 
kembali dokumen tersebut dan menerbitkan Surat 
Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, 
Cukai, dan Pajak kepada importir untuk melunasi 
kekurangan tersebut.  
b. Upaya yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean untuk 
mengatasi kendala-kendala dalam pemungutan PPN, antara 
lain : 
1) Pemeriksaan dan Pengawasan 
Pemeriksaan dan pengawasan yang cermat dan teliti yang 
dilakukan oleh pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta terhadap kegiatan impor Barang Kena Pajak 
akan menghindari adanya tindak pidana yang dilakukan 
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oleh importir yang dapat merugikan penerimaan negara, 
baik dari sektor pajak maupun bea masuk. 
2) Dilakukan pengiriman / penyampaian surat himbauan atau 
pemberitahuan kepada importir untuk mengingatkan 
bahwa importir harus segera memenuhi kewajiban 
membayar pajak. 
3) Kesadaran importir untuk memenuhi kewajiban membayar 
pajak dapat ditingkatkan apabila : 
a) Sistem dan tarif pajak dirasakan adil oleh masyarakat. 
b) Ketentuan pajak dilakukan konsekuen tanpa pandang 
bulu. 
c) Masyarakat yakin bahwa uang pajak digunakan untuk 
hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. 
4) Diterbitkan surat tagihan pajak atau penerapan sanksi 
hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku terhadap importir yang : 
a) Mempunyai PPN atas impor BKP yang kurang bayar 
atau belum bayar. 
b) Dari hasil penelitian oleh petugas Bea Cukai te rdapat 
kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau 
salah hitung. 
5) Penyuluhan perpajakan terhadap importir 
Petugas Bea Cukai berusaha meningkatkan kepatuhan 
importir dengan memberikan penyuluhan kepada importir 
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mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan, 
apa saja syarat yang harus dilengkapi dalam pembayaran 
PPN atas impor BKP, bagaimana mekanisme 
pemungutannya, dan sebagainya. Penyuluhan hendaknya 
rutin dilakukan. 
6) Penyebaran informasi 
Selain penyuluhan, petugas juga harus rutin dalam 
penyebaran informasi agar importir tahu dan tidak 
ketinggalan terhadap adanya perubahan dalam peraturan. 
Informasi diberikan baik melalui brosur, media cetak, 
media elektronik, dan sebagainya. 
7) Meningkatkan komunikasi 
Komunikasi yang lancar antara petugas dengan importir 
sangat diperlukan dalam mekanisme perpajakan. Petugas 
juga harus memperhatikan apa saja yang menjadi keluhan / 
pertanyaan importir. Komunikasi yang baik bisa terjalin 
dengan keramahan dan kesabaran antara keduanya. 
8) Penerapan standar pelayanan kepabeanan atau pelayanan 
prima 
Pelaksanaan standar pelayanan publik di KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta bertujuan untuk meningkatkan 
pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai serta 
memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada 
Pengusaha Kena Pajak dalam menunaikan kewajiban 
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kepabeanan dan cukai yang secara tidak langsung dapat 
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini 
sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai No. SE 36 / BC/ 2006. 
9) Peningkatan kualitas aparatur negara 
Dalam menangani masalah perpajakan, diperlukan mutu 
pendidikan yang tinggi agar petugas bisa mengatasi 
masalah pajak dengan baik dan benar. Yang menjadi 
petugas pajak sebaiknya adalah orang yang benar-benar 
ahli dibidang perpajakan dan mengerti perpajakan dari 
sudut pandang manapun. 
10) Kerjasama dengan instansi lain 
Untuk mempermudah pelayanan dan mekanisme dalam 
pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak maka 
pembayaran PPN selain melalui kantor bea cukai juga bisa 
lewat Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk atau melalui 
kantor pos dan giro. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah importir yang terlalu sibuk, sehingga 
mereka bisa melakukan kegiatan dan menghemat waktu. 
11) Pemberian fasilitas dan kemudahan bidang perpajakan 
Negara tidak hanya bisa membebani importir dengan 
kewajiban membayar pajak tapi juga bisa memberi 
imbalan sepadan yaitu pemberian fasilitas atau kemudahan 
perpajakan sehingga importir bisa lancar dalam segala 
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urusan bisnis dan mendorong pertumbuhan bidang usaha 
mereka. 
12) Penerapan sanksi hukum 
Atas keterlambatan membayar pajak kurang bayar dan  
kesalahan perhitungan baik kesalahan tulis maupun 
kesalahan hitung, dikenakan sanksi administrasi sesuai 
dengan tingkat kesalahannya. 
13) Kepercayaan dari petugas 
Di Indonesia menganut sistem self assessment yaitu wajib 
pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan menyetor 
pajaknya. Oleh karena itu importir diberi kepercayaan oleh 


























Setelah melakukan penelitian dan mengevaluasi data-data mengenai 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak di 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Surakarta tahun 2006 – 2009 maka penulis dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut :  
1. Perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor 
Barang Kena Pajak (BKP) di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
sangat baik karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini 
disebabkan meningkatnya impor Barang Kena Pajak yang 
dilakukan oleh importir yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri. Penerimaan PPN impor terbesar terjadi 
pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 29.101.966.777,00 atau 
15,39%. Sedangkan penerimaan PPN impor terkecil terjadi pada 
tahun 2006 yaitu sebesar Rp 18.557.799.907,00 atau 14,17%. 
2. Prosentase kontribusi penerimaan PPN atas impor BKP terhadap 
total penerimaan pajak dalam rangka impor pada tahun anggaran 
2006 – 2009 terus mengalami peningkatan seiring dengan 
meningkatnya penerimaan PPN dari tahun-tahun sebelumnya. 
Meskipun penerimaan PPN tahun 2007 mengalami peningkatan 
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dibandingkan penerimaan PPN tahun 2006, namun prosentase 
kontribusinya terhadap total penerimaan pajak justru mengalami 
penurunan sebesar 2,85% (14,17% - 11,32%). Prosentase 
terendah selama tahun anggaran 2006 – 2009 terjadi pada tahun 
anggaran 2007 yaitu sebesar 11,32%, sedangkan prosentase 
kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 15,39%. 
3. Penerimaan PPN atas impor BKP disebabkan beberapa faktor. 
Faktor internal (dari pihak KPPBC) yaitu : adanya fasilitas 
perdagangan yang diberikan oleh Bea dan Cukai, adanya pola 
pengawasan kepada importir, dan adanya pembinaan kepada 
importir dalam kegiatan impor Barang Kena Pajak. Sedangkan 
faktor eksternal (dari pihak pemerintah dan importir) ada lah : 
kebijakan dari Pemerintah Daerah, iklim usaha, dan pertumbuhan 
jumlah perusahaan. 
4. Pelayanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta sudah baik, 
hal ini dapat dilihat dari penerapan Standar Pelayanan Publik 
berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE 36 / BC/ 
2006 serta program kerja yang dilaksanakan dan semakin 
ditingkatkan oleh KPPBC untuk memberi kemudahan kepada 
Wajib Bayar. 
5. Kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor 
Barang Kena Pajak salah satunya adalah adanya pelaporan Bukti 
Pembayaran ke KPPBC yang dilakukan oleh importir tidak tepat 
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waktu atau tidak sesuai prosedur yang ada. Sehingga untuk 
mengatasi kendala tersebut disosialisasikan Surat Edaran Dirjen 
Bea dan Cukai No. SE 36 / BC/ 2006 tentang Penerapan Standar 
Pelayanan Kepabeanan atau Pelayanan Prima 
B. Temuan  
Setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta tentang evaluasi 
penerimaan PPN atas impor Barang Kena Pajak selama tahun anggaran 
2006 – 2009, maka penulis dapat mengambil temuan sebagai berikut : 
1. Kelebihan 
a. Pemungutan PPN atas impor Barang Kena Pajak di KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta telah sesuai dengan Undang-undang No. 
18 Tahun 2000. 
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Surakarta menerapkan Standar Pelayanan Publik sesuai 
dengan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE 36 / BC/ 
2006, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang 
kepabeanan dan cukai serta memberikan kemudahan dan 
kenyamanan kepada pengusaha kena pajak dalam menunaikan 
kewajiban kepabeanan dan cukai.  
c. Tempat pembayaran PPN barang impor di tiga tempat, yaitu 
melalui Bank Devisa Persepsi, melalui Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan PT Pos Indonesia, 
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mempermudah importir  untuk melakukan kewajiban 
perpajakan, tidak terpaku pada satu tempat saja. 
d. Perkembangan penerimaan PPN impor Barang Kena Pajak di 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta sangat baik, hal ini 
dapat dilihat pada kenaikan penerimaan PPN impor dari tahun 
ke tahun. Pekembangan penerimaan ini berarti program kerja 
yang telah ditetapkan oleh KPPBC berhasil.  
e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Surakarta telah melaksanakan administrasi dan 
penatausahaan dengan baik terhadap pemungutan PPN atas impor 
BKP. Hal ini dapat terlihat adanya kegiatan rekonsiliasi yang 
dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta terhadap 
penerimaan PPN impor yang dipungut melalui KPPBC Tipe 
Madya Pabean Surakarta dengan penerimaan PPN impor yang 
telah masuk di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). 
f. Prosentase kenaikan pendapatan PPN atas impor barang akan 
sangat berpengaruh baik terhadap penerimaan negara. 
g. Adanya fasilitas perdagangan yang diberikan Bea dan Cukai 
berupa : Kawasan Berikat dan Kemudahan Ekspor Tujuan Impor 
(KITE) telah diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perusahaan di 
Surakarta yang memperoleh fasilitas berupa : Kawasan Berikat dan 




h. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang sudah 
dibentuk dalam struktur organisasi telah dijalankan dengan baik. 
Hal ini dapat terlihat dalam pemisahan tanggung jawab dari 
beberapa seksi. 
2. Kelemahan  
a. Fasilitas impor yang diberikan pemerintah belum dapat dirasakan 
oleh semua importir, sehingga baru sedikit yang bisa memperoleh 
fasilitas.  
b. Tidak adanya target penerimaan PPN atas impor Barang Kena 
Pajak di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta sehingga tidak 
diketahui kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta dalam 
memungut PPN atas kegiatan impor Barang Kena Pajak selama 
satu tahun.  
C. Rekomendasi 
Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan yang mungkin dapat 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta adalah : 
1. Fasilitas PPN atas impor BKP yang belum bisa dinikmati oleh semua 
importir adalah fasilitas Kawasan Berikat karena untuk mendapatkan 
fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan. Oleh karena itu, 
sebaiknya fasilitas yang diberikan kepada importir lebih diperbanyak 
jenisnya misalnya dengan dibuatnya kebijakan-kebijakan pemerintah 
tentang kegiatan impor barang agar sebagian besar importir juga bisa 
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merasakannya, sehingga dengan banyaknya fasilitas PPN atas impor 
dapat mencegah ketidak adilan perlakuan pajak atas sesama importir.  
2. Sebaiknya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang 
Kena Pajak untuk tahun-tahun yang akan datang dibuat target sehingga 
penerimaan PPN impor dapat lebih maksimal dan untuk 
mempermudah mengetahui kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta dalam memungut PPN atas impor BKP serta memudahkan 
dalam mengevaluasi penerimaan PPN impor pada setiap tahun 
anggaran. Berikut ini adalah contoh tabel target dan realisasi 
penerimaan pajak dalam rangka impor dan penerimaan PPN HT yang 
merupakan jenis-jenis pajak yang dipungut oleh KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta sebagai penerimaan negara.  
Tabel 4.1 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dalam Rangka Impor dan  
PPN Hasil Tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Tahun Anggaran 2009 
No Jenis Pajak Target Realisasi Prosentase 
1 PPN Impor    
2 PPnBM    
3 PPh Pasal 22 Impor    
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